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RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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L.

BUPATI KOLAKA TIMUR,

bahwa sesuai ketentuan pasal 25 ayat (2) dan pasal 26 ayat
(2) Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan mejadi pedoman
Peyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Kolaka Timur membuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas pembangunan dan kewaijiban daerah, rencana kerja
yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah maupun ditempuh dengan
mendorong  paartisipasi masyarakat dengan  tetap
memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kolaka Timur tahun 2017.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI
Tahun 1959 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 1822);



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,
4287);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang pembentukan
Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5401) ;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5657) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,



12,

13.

14,

i 1.

16.

17.

19,

20.

Pemerintah Daerah Povinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2010 Tentang tata cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Perubahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian, Dan Evaluasi
Rencana Kerja Pembagunan Daerah Tahun Anggaran 2015;
Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun
2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kotaka Timur Tahumn 2005-2025;

Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi
Sufawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) Propinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018;

Pearaturan Daerah Provinsi Sutawesi Tenggara Nomor 7 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7)
Sebagai Mana Telah Di ubah dengan Peraturan Daerah



Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran
Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun
2015 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka
Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KOLAKA TIMUR TAHUN 2017

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.

. SKPD adalah Satuan Pearangkat dalam lingkup Kabupaten Kolaka Timur.

Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017, yang selanjutnya disebut
RKPD Tahun 2017 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk
Periode 1 (satu) Tahun di tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017
dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2017.
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BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada bab
I pasal 1 angka 5 menjadi :

a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2017.

b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017.



BAB III
PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
tahun 2017 :

Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2017 sebagai bahan pembahasan

kebijakan umum dan prioritas anggaran perubahan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggunakan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) tahun 2017, dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

BAB IV
LAPORAN KERJA TAHUNAN

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2017 :

. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat laporan kinerja tahunan atas

pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perubahan yang berisi uraian tentang
keluaran kegiatan dan.indikator kinerja masing-masing program..

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Badan
Perencanaan Pembarngunan Daerah (BAPPEDA), Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD), Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah
berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan
evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja
Peragkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Kepala Bappeda menelaah kesesuaian
antara rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun
2017 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2017.




BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati Kolaka Timur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Diundangkan di Tirawuta
Padatanggal 37 - 0 - 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

ttd
SAMSUL BAHRI MADJID

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
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Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
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— o~ P
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Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 27 Mei 2016
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